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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan Tunggal telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Bangka Barat, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan
Tergugat, agama Islam, umur 39 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Harian, tempat tinggal di Kabupaten Bangka,

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2020 telah
mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mentok pada tanggal 13 Februari 2020 dengan register Nomor
0041/Pdt.G/2020/PA.MTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
di hadapan Pegawai Catatan Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan
Simpang Teritip Pada tanggal 02 Januari 2011 sebagaimana tercantum
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/1/2011 tanggal 28 Desember
2010;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat telah berkumpul
bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ibul selama lebih kurang
3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di
Desa lbul selama lebih kurang 9 tahun dan terakhir Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah sampai Penggugat dan Tergugat
berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
kandung yang bernama: anak , umur 5 tahun, ikut Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019
ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah,
yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya adalah :
a. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari, Penggugat bekerja;
b.  Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan 2 Februari 2020 yang disebabkan oleh tidak ada uang
buat beli kebutuhan rumah tangga dan akibat dari pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa selama terpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak
saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah
lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebutmengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmabh;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan
damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
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10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar
dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan
akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah
tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Terguggat belum

pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, Kiranya berkenan menerima, memeriksa dan
mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir,
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan,
sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya
Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan
maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 190502441088000 atas
nama Pengguga yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat pada
tanggal 06 Desember 2016 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 023/23/1/2011 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Simpang Teritip pada tanggal 28 Desember 2010,
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
(P.2);

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan
bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi, agama Islam, umur 39 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat tinggal di Kabuapaten Bangka Barat, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah
XXX;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah kediaman
bersama di Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka
Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 1 (satu) orang anak,
dan anak tersebut sekarang di asuh oleh Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering tidak bekerja sehingga untuk
kebutuhan sehari-hari di bantu oleh keluarga Penggugat, dan Tergugat
sering bersikap kasar kepada Penggugat ketika lagi bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah ketika lagi
bertengkar, Tergugat sering membawa anaknya pulang ke rumah
orang tuanya dan menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi
dengan anaknya;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih
2 (dua) kali;

- Bahwa Pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tanggal 12 Februari 2020 yang di sebabkan Penggugat meminta uang
kepada Tergugat untuk membelikan kebutuhan rumah tangga, namun
Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran dan berpisah tempat
tinggal sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 3 (tiga) minggu, hamun sebelumnya itu Penggugat dan Tergugat
sudah sering bertengkar, tetapi setelah itu mereka rujuk kembali;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama, sedangkan
Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih
berkomunikasi, namun komunikasi Penggugat dan Tergugat untuk
keperluan anak mereka;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. Saksi, agama Islam, umur 45 tahun, pendidikan S1, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan, telah
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memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah
XXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang
setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat,
kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Ibul,
Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 1 (satu) orang anak,
dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak awal tahun 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering tidak bekerja sehingga untuk
kebutuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga Penggugat, dan Tergugat
sering bersikap kasar kepada Penggugat ketika lagi bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tanggal 12 Februari 2020 yang disebabkan Penggugat meminta uang
kepada Tergugat untuk membelikan kebutuhan rumah tangga namun
Tergugat tidak memiliki uang karena Tergugat sering tidak bekerja,
sehingga terjadilah pertengkaran dan berpisah sampai dengan
sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugatdan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 3 (tiga) minggu, namun sebelumnya itu Penggugat dan Tergugat
sudah sering bertengkar, tetapi setelah itu mereka rujuk kembali;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat

pulang ke rumah orangtuanya;
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- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih
berkomunikasi, namun komunikasi Penggugatdan Tergugat untuk
keperluan anak mereka;

- Bahwa selama pisahTergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk
mendamaikan Penggugata dan Tergugat, namun tidak berhasil

karenaPenggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan
disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar
gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita
acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh
sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan
ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus
dengan verstek;
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Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82
Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat
terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan
September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabakan
antara lain: Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak
tercukupi, dan sejak bulan 12 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta

dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat
tinggal dan menetap di Perumahan Desa Ibul, Rt. 005, Rw.002, Desa Ibul,
Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan
Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan
relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama
ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 02
Januari 2011 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian
gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

HIm. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang
dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk
didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172
R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan
persidangan (in person) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta
telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur
dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi
Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk
dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi
Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan
keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan
antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi
batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim
telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02
Januari 2011 tercatat pada KUA Kecamatan Simpang Teritip; bahwa sejak
bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan
masalah ekonomi yang tidak mencukupi; bahwa Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak tanggal
12 Februari 2020; bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menilai
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan
telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya
yang diindikasikan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang
berakhir dengan hidup sendiri-sendiri tanpa ada niatan untuk bersatu
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kembali dalam satu rumah tangga yang telah berjalan cukup lama,
karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan
kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana
disebutkan di dalam Al-Qur’an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak
mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami
oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah
pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir
dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan
satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah

dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat
dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan
keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para
saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan
Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para saksi
tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud
pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah  Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat
yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya
tersebut di bawabh ini;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara a guo mengenai sengketa di
bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang—Undang
Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 441000,- ( empat ratus lempat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Mentok pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 M, bertepatan dengan
tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok
Nurman Syarif, S.H.l., M.S.l. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.l., M.S.I.

Panitera Pengganti,
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Aspin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Biaya Panggilan :Rp. 300.000,-
Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

oakrwbd

Jumlah :Rp.  441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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